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ABSTRACT 
Good governance can be said as an ijtihad carried out in order to achieve maslahah which is the aim of 
the shari'ah politically and administratively to carry out the discipline of business activities. The purpose 
of writing this scientific paper is to find out good governance from an Islamic perspective and to find out 
local government support for the implementation of good governance. The writing of this paper uses the 
normative legal research method or the library legal research method by quoting literature books on 
Islamic law, statutory provisions and scientific essays that have something to do with the title of the 
scientific work. The conclusions from the subject matter of this scientific work are: (1) The issue of good 
governance cannot be separated from fiqh siyasah or siyasah syar'iyah, because the determination of 
the law refers to the benefit and interests of humans. The point of similarity between fiqh siyasa and 
good governance lies in the system of regulation, control and implementation within a country or region; 
(2) The form of local government support for the implementation of good governance, namely by being 
independent, evaluating the implementation of regional government and also supervising regional 
policies. 
Keywords: role, local government, good governance, Islamic perspective 

 
ABSTRAK 
Tata pemerintahan yang baik dapat dikatakan sebagai sebuah ijtihad yang dilakukan dalam rangka 
mencapai maslahah yang menjadi tujuan syari’at secara politik maupun administratif menjalankan 
disiplin aktivitas usaha. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui tata 
pemerintahan yang baik menurut perspektif islam dan untuk mengetahui dukungan pemerintah daerah 
terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang baik. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode 
penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan dengan mengutip buku-buku 
literatur ilmu hukum islam, ketentuan perundang-undangan serta karangan-karangan ilmiah yang ada 
kaitannya dengan judul karya ilmiah. Kesimpulan dari pokok bahasan karya ilmiah ini yaitu: (1) Persoalan 
good governance tidak lepas dari fiqh siyasah atau siyasah syar’iyah, karena penetapan hukumnya 
mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia. Titik persamaan antara fikih siyasah dengan 
good governance terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu negara 
atau wilayah; (2) Bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang 
baik (good governance) yaitu dengan kemandirian, mengadakan evaluasi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan juga melakukan pengawasan kebijakan daerah. 
Kata kunci: peran, pemerintah daerah,tata pemerintahan yang baik, perspektif Islam 
 
1. Pendahuluan 

Tata pemerintahan yang baik merupakan hal penting dalam merumuskan strategi 
pembangunan dan hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang berkuasa terhadap 
perkembangan daerah sekaligus menjadi indikator yang sangat penting pada siklus 
pertumbuhan ekonomi rakyat dan kemajuan masyarakat dengan menerapkan sistem kerja 
yang efektif mencakup mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang 
melibatkan sektor negara, masyarakat dan swasta (negara dan non negara). (Adrie, 2022) Pada 
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good governance mencita-citakan terwujudnya suatu pemerintahan dengan prinsip-prinsip 
seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, 
dengan harapan mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat 
dan negara. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa 
Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan meskipun 
pemerintahan pusat memegang kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan, tetapi sistem 
pemerintahan Indonesia menganut asas Negara Kesatuan didesentralisasikan (otonomi), maka 
ada tugas-tugas tertentu yang diurus oleh pemerintah daerah sendiri. Hubungan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki empat dimensi penting yaitu hubungan 
kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan sehingga dibutuhkan harmonisasi 
dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah. (Andryan, 2019) 

Pemerintah daerah didalam perubahannya sangat bermula semenjak terjadinya 
diperbelakulan undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang telah diganti dengan 
Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip yang digunakan dalam undang-undang ini 
adalah prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan 
mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah 
pusat. (Fauzi, 2019) 

Dalam penyelenggaraannya Pemerintah Daerah bisa dikatakan salah satu pusat 
pengelolaan terhadap aset yang dimiliki oleh suatu daerah, aset yang bisa memberikan 
kesejahteraan dan kedaulatan harus di pertahankan dan di kembangkan melalui kebijakan-
kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif, karena dalam pertumbuhan 
pemerintahan daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam 
mengkelola dan mentata melalui program–progran peningkatan didalam perkembangan yang 
berada di suatu daerah tersebut. 

Dallalm pelalksalnalaln taltal pemerintalhaln yalng balik merupalkaln balgialn dalri kewaljibaln 
pemerintalhaln daleralh dallalm bekerjal, nalmun hall ini (mungkin) tidalk mudalh untuk dilalksalnalkaln 
alpalbilal palral Pegalwali Negeri Sipil tidalk memiliki kesaldalraln altals kewaljibalnnyal yalitu 
melalksalnalkaln tugals daln fungsinyal dengaln balik daln penuh talnggung jalwalb. Secalral ringkals 
taltal kelolal pemerintalh yalng balik, merupalkaln perhaltialn penting dallalm menjallalnkaln tugalsnyal 
daln menjaldi mendominalsi dallalm berbalgali sektor dallalm pembalngunaln daleralh tersebut. 
Reformalsi yalng dihalralpkaln sebalgali lalngkalh alwall untuk membalngun pemerintalhaln yalng 
bersih, tralnspalraln, daln alkuntalbel- malsih balnyalk mengallalmi halmbaltaln besalr. Pralktik korupsi, 
kolusi, daln nepotisme malsih balnyalk terjaldi daln malsih salngalt kentall. Secalral historis, algalmal 
jugal mempunyali peraln besalr dallalm mewujudkaln malsyalralkalt sejalhteral untuk mewujudkaln 
(taltal kelolal) pemerintalhaln yalng balik (good governalnce). (Suraji, 2011) 

Dallalm islalm sendiri untuk melalksalnalkaln pemerintalhaln yalng balik (good governalnce), 
iallalh sebalgali untuk memperoleh taltal pemerintalhaln yalng balik yalng dilalkukaln dallalm perspektif 
hukum islalm. Islalm merupalkaln risallalh yalng bersifalt universall altalu umum, yalng mengaltur 
seluruh malnusial. Islalm jugal mengaltur seluruh malsallalh kehidupaln sertal seluruh hubungaln 
alntalral kehidupaln itu dengaln sesualtu yalng aldal sebelum daln sesudalh kehidupaln. Hukum islalm 
jugal memecalhkaln seluruh permalsallalhaln malnusial sebalgali malkhluk, balik dallalm segi politk, 
sosiall , daln budalyal. Upalyal yalng dilalkukaln Hukum islalm dallalm permalsallalhaln ini dalpalt 
dilalkukaln untuk pengalturaln pengelolalhaln pemerintalhaln daleralh dallalm melalksalnalkaln taltal 
pemerintalhaln yalng balik (good governalnce). Dallalm hall lalin jugal mengaltur interalksi malnusial 
secalral vertikall dengaln penciptalnyal, daln secalral pribaldi dengaln dirinyal, sertal secalral horizontall 
dengaln sesalmal malnusial, paldal setialp walktu daln tempalt. (An-Nabhani, 1996) 

Oleh kalrenal itu, malkal penulis ingin membalhals lebih lalnjut delalm menulis kalryal ilmialh 
dengaln judul “Peraln Pemerintalh Daleralh Dallalm Pelalksalnalaln Taltal Pemerintalhaln yalng Balik 
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Dallalm Perspektif Islalm”. Malkal berdalsalrkaln laltalr belalkalng yalng telalh diuralikaln dialtals, paldal 
tulisaln ini membalhals balgalimalnal peraln pemerintalh daleralh dallalm pelalksalnalaln taltal 
pemerintalh yalng balik dallalm perspektif hukum islalm. daln memiliki tujualn dalri penulisaln kalryal 
ilmialh ini yalitu untuk mengetalhui taltal pemerintalhaln yalng balik dallalm perspektif hukum islalm. 

 
2. Metode penelitian 
 Dallalm penulisaln kalryal tulis ini menggunalkaln metode penelitialn hukum normaltif altalu 
metode penelitialn hukum kepustalkalaln yalitu sualtu metode altalu calral yalng dipergunalkaln 
didallalm mengkalji altalu mengalnallisis daltal sekunder yalng beralsall dalri balhalm–balhaln buku, 
jurnall, daln medial yalng berkalit, sertal penelitialn hukum yalng dilalkukaln dengaln calral meneliti 
balhaln pustalkal. (Soerjono Soekanto, 2009) Studi pustalkal dilalkukaln dengaln calral 
menginventalrisalsikaln daln mengutip buku-buku literaltur ilmu hukum islalm, ketentualn 
perundalng-undalngaln sertal kalralngaln-kalralngaln ilmialh daln caltaltaln-caltaltaln kulialh yalng aldal 
kalitalnnyal dengaln penulisaln kalryal ilmialh ini. (Muhammad, 2004) 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Tata Pemerintahan yang Baik (GOOD GOVERNANCE) Menurut Perspektif Islam 

Palral Alhli berpalndalngaln balhwal tidalk aldal struktur pemerintalhaln yalng terbalik secalral 
teridentifikalsi dengaln jelals untuk digunalkaln sebalgali model universall balgi negalral-negalral 
berkembalng (Mishral, 2005). Alkaln tetalpi setidalknyal dialkui balhwal Good Galvernalnce aldallalh 
sualtu kondisi di malnal terwujud hubungaln tigal unsur yalitu pemerintalh, malsyalralkalt altalu ralkyalt 
daln dunial usalhal yalng beraldal di sektor swalstal yalng sejaljalr, berkesalmalaln, daln 
berkeseimbalngaln di dallalm peraln yalng salling mengontrol (Mishral, 2005). Nalmun dalri berbalgali 
pernyaltalaln yalng terpencalr di dallalm berbalgali alyalt all-Qur’aln malkal kital dalpalt mengkontruksi 
Good Governalnce menurut prespektif syalrialh. Di alntalral alyalt tersebut aldallalh QS Hud : 61 daln 
QS all-Halj : 41 yalng alrtinyal: 

Dial telalh menciptalkaln kalmu dalri bumi (talnalh yalng menjqaldikaln kalmu supalyal 
memalkmurkalnnyal (membalngunnyal) [QS. 11:61]. Daln 22: 41…(yalitu) oralng-oralng yalng jikal 
Kalmi teguhkaln kedudukaln merekal di mukal bumi niscalyal merekal mendirikaln sembalhyalng, 
menunalikaln zalkalt, menyuruh berbualtmal’ruf daln mencegalh dalri perbualtaln yalng mungkalr; 
daln kepaldal Alllalh-lalh kemballi segallal urusaln (Q.22:41). 

Menurut (Alnwalr, 2007), Alyalt pertalmal menjelalskaln misi utalmal malnusial aldallalh 
membalngun bumi. Alyalt kedual menegalskaln balhwal oralng-oralng berimaln menggunalkaln 
kekualsalaln yalng merekal miliki untuk menegalkkaln shallalt, membalyalr zalkalt daln menegalkkaln 
almalr mal’ruf nalhi mungkalr. 

Dalri kedual alyalt di altals kital dalpalt merumuskaln Good Governalnce dallalm prespektif 
hukum Islalm yalitu sualtu penggunalaln otoritals kekualsalaln untuk mengelolal pembalngunaln yalng 
berorientalsi paldal: (1) penciptalaln sualsalnal kondusif balgi malsyalralkalt untuk pemenuhaln 
kebutuhaln spirituall daln rohalniyalhnyal sebalgalimalnal disimbolkaln penegalkaln shallalt, (2) 
Penciptalaln kemalkmuraln daln kesejalhteralaln dengaln disimbolkaln zalkalt, (3) Penciptalaln 
stalbilitals politik diilhalmi dalri almalr mal’ruf daln nalhi mungkalr. Singkalt kaltal dallalm alyalt tersebut 
terdalpalt tigal governalnce yalitu: (al) Spirituall Governalnalce, (b) Economic Governalnce, daln (c) 
politicall Governalnce. (Setyono, 2016) 

Untuk dalpalt mewujudkaln good governalnce dallalm tigal alspek, diperlukaln beberalpal 
nilali daln dalri nilali-nilali tersebut dalpalt diturunkaln beberalpal alsals taltal kelolal pemerintalhaln 
yalng balik. Dengaln memperhaltikaln alyalt-alyalt all-Qur’aln daln sunnalh Nalbi salw dalpalt ditemukaln 
beberalpal nilali dalsalr yalng dalpalt dijalbalrkaln menjaldi alsals-alsals taltal kelolal pemerintalhaln yalng 
balik, yalitu: syural, meninggallkaln yalng tidalk bernilali gunal, kealdilaln, talnggung jalwalb, daln 
almalnalh, sertal orientalsi ke halri depaln. Nilali dalsalr pertalmal aldallalh syural yalng ditegalskaln 
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dallalm Q. 3: 159 yalng alrtinyal: Daln bermusyalwalralhlalh dengaln merekal dallalm urusaln itu. Dalri 
nilali dalsalr syural ini dalpalt diturunkaln alsals hukum mengenali penyelenggalralaln pemerintalhaln 
berupal alsals palrtisipalsi malsyalralkalt. (Setyono, 2016, p. Hal.37) 

Nilali dalsalr berikutnyal dallalm hukum Islalm aldallalh penegalsaln Nalbi salw mengenali 
meninggallkaln segallal yalng tidalk bernilali gunal, Nalbi bersalbdal, yalng alrtinyal: Sebalik-balik Islalm 
seseoralng aldallalh balhwal ial meninggallkaln hall-hall yalng tidalk bergunal (HR alt-Tirmizi, Alhmald). 

Menurut Joko (2015), Dalri haldis ini dalpalt diturunkaln alsals efisiensi dallalm 
penyelenggalralaln kepentingaln publik. Nilali dalsalr lalin dallalm hukum Islalm aldallalh kealdilaln. 
Penegalsaln mengenali kealdilaln dallalm sumber-sumber Islalm balnyalk sekalli, misallnyal dallalm Q. 
5: 8 yalng alrtinyal: Berbualt aldillalh kalmu, (kalrenal) berbualt aldil itu lebih dekalt kepaldal talqwal (Q. 
5: 8). 

Malsallalh kealdilaln secalral umum daln malsallalh kepalstialn hukum merupalkaln jeritaln 
seluruh malsyalralkalt Indonesial salalt ini. Taltal kelolal pemerintalhaln yalng balik menghendalki 
aldalnyal jalminaln kesalmalaln alkses seluruh walrgal malsyalralkalt terhaldalp sumber dalyal politik, 
ekonomi, daln aldministraltif. 

Talnggung jalwalb sebalgali nilali dalsalr syalrialh dalpalt diturunkaln alsals responsivitals dallalm 
pemberialn pelalyalnaln. Secalral khusus alsals ini dalpalt pulal disimpulkaln dalri firmaln Alllalh yalng 
menggalmbalrkaln pribaldi Ralsulullalh salw yalng sensitif terhaldalp penderitalaln umaltnyal, (Q. 9: 
128): “Telalh dalting kepaldalmu seoralng utusaln (ralsul) dalri kallalngalnmu sendiri, beralt 
diralsalkalnnyal alpal yalng kalmu derital, salngalt memperhaltikaln kalmu daln almalt belals kalsih lalgi 
penyalyalng terhaldalp oralng-oralng mukmin” (Q. 9: 128). (Setyono, 2016, pp. Hal.37-38) 

Responsivitals aldallalh kemalmpualn untuk mengenalli kebutuhaln malsyalralkalt, menyusun 
algendal daln prioritals pelalyalnaln, sertal merencalnalkaln progralm-progralm pelalyalnaln yalng 
dibutuhkaln malsyalralkalt (Joko, 2015). Selalin itu nilali dalsalr hukum Islalm lalinnyal aldallalh almalnalh. 
Di dallalm konsep almalnalh itu terdalpalt sualtu alsals alkuntalbilitals. Dallalm hall ini, all-Qur’aln 
menegalskaln (Q. 2: 42) yalng alrtinyal: Daln jalngalnlalh kalmu menyembunyikaln kebenalraln, 
paldalhall kalmu mengetalhui (Q. 2: 42). 

Sallalh saltu pengertialn yalng dalpalt ditalrik dalri keumumaln pernyaltalaln alyalt ini aldallalh 
aldalnyal alsals tralnspalralnsi termalsuk di dallalm tralnspalralnsi dallalm penyelenggalralaln birokralsi 
untuk pelalyalnaln publik. Alkuntalbilitals daln tralnspalralnsi aldallalh kriterial lalinnyal yalng penting 
dallalm sualtu good governalnce (Joko, 2015). 

Nilali dalsalr lalinnyal dallalm aljalraln daln hukum Islalm aldallalh orientalsi ke halri depaln. Islalm 
salngalt menekalnkaln kepaldal umaltnyal algalr merekal memperhaltikaln halri esok daln membualt 
perencalnalaln daln persialpaln untuk menghaldalpi halri depaln. Di dallalm all-Qur’aln ditegalskaln: 
...daln hendalklalh setialp oralng memperhaltikaln alpal yalng dipersialpkaln untuk halri esok (Q. 59: 
18). 

Dallalm Islalm dialjalrkaln dual malcalm halri depaln, yalitu alkhiralt daln halri esok, dialjalrkaln 
pulal dallalm Islalm balhwal halri depaln itu halrus lebih balik dalri halri ini. Dallalm all-Qur’aln terdalpalt 
isyalralt-isyalralt mengenali hall itu seperti dallalm Q. 93: 3-4. Alrtinyal: tialdallalh tuhalnmu 
meninggallkaln kalmu daln tidalk pulal dial membencimu; daln sesungguhnyal halri esok aldallalh lebih 
balik balgimu dalri halri yalng telalh lallu (Q. 93: 3-4). 

 
Bentuk Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik 
(GOOD GOVERNANCE) 
1. Kemalndirialn 

Indonesial aldallalh negalral kesaltualn yalng berbentuk republik yalng dallalm pelalksalnalaln 
pemerintalhalnnyal dibalgi altals daleralh-daleralh provinsi daln daleralh provinsi dibalgi altals 
kalbupalten daln kotal, yalng tialp-tialp provinsi, kalbupaltaln daln kotal mempunyali pemerintalhaln 
daleralh untuk mengaltur daln mengurus sendiri urusaln pemerintalhaln menurut alsals otonomi 
daln tugals pembalntualn. Pemerintalh daleralh berhalk menetalpkaln Peralturaln Daleralh daln 
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peralturaln-peralturaln lalin untuk melalksalnalkaln otonomi daleralh daln tugals pembalntualn. Aldalnyal 
otonomi dalpalt meningkaltkaln palrtisipalsi malsyalralkalt dallalm mengelolal daleralhnyal malsing-
malsing, balik secalral kuallitals malupun kualntitals. Otonomi daleralh dalpalt dialrtikaln sebalgali 
kewaljibaln yalng diberikaln kepaldal daleralh otonom untuk mengaltur daln mengurus sendiri 
urusaln pemerintalhaln daln kepentingaln malsyalralkalt setempalt menurut alspiralsi malsyalralkalt 
untuk meningkaltkaln dalyal gunal daln halsil gunal penyelenggalralaln pemerintalhaln dallalm ralngkal 
pelalyalnaln terhaldalp malsyalralkalt daln pelalksalnalaln pembalngunaln sesuali dengaln peralturaln 
perundalng-undalngaln. Dallalm kehidupaln berpemerintalhaln, disaldalri disaltu pihalk tuntutaln 
kebutuhaln malsyalralkalt malkin lalmal semalkin meningkalt daln kompleks sehinggal perlu 
dilalkukalnnyal pemekalraln wilalyalh aldallalh aldalnyal keinginaln untuk melalkukaln perubalhaln ke 
alralh yalng lebih balik dengaln jallaln berotonomi. Daleralh otonom yalng memiliki otonomi luals 
daln utuh diperuntukkaln gunal menciptalkaln pemerintalhaln daleralh yalng lebih malmpu 
mengoptimallkaln pelalyalnaln publik daln meningkaltkaln pemberdalyalaln malsyalralkalt lokall dallalm 
skallal yalng lebih luals. 

 
2. Evallualsi Penyelenggalralaln Pemerintalhaln Daleralh 
 Evallualsi Penyelenggalralaln Pemerintalhaln Daleralh selalnjutnyal disingkalt EPPD Menurut 
Palsall 1 Alngkal (13) Peralturaln Pemerintalh Republik Indonesial Nomor 6 Talhun 2008 Tentalng 
Pedomaln Evallualsi Penyelenggalralaln Pemerintalhaln Daleralh disebutkaln yalitu sualtu proses 
pengumpulaln daln alnallisis daltal secalral sistemaltis terhaldalp kinerjal penyelenggalralaln 
pemerintalhaln daleralh, kemalmpualn penyelenggalralaln otonomi daleralh, daln kelengkalpaln 
alspek-alspek penyelenggalralaln pemerintalhaln paldal Daleralh yalng balru dibentuk. Evallualsi 
Penyelenggalralaln Pemerintalhaln Daleralh (EPPD) dilalksalnalkaln secalral khusus untuk menilali 
kinerjal penyelenggalralaln pemerintalhaln daleralh berdalsalrkaln Lalporaln Penyusunaln 
Penyelenggalralaln Pemerintalhaln Daleralh (LPPD) daln lalporaln lalin yalng diterimal oleh Pemerintalh 
daln dilalksalnalkaln secalral reguler setialp talhun sehinggal dalpalt diperoleh galmbalraln perjallalnaln 
penyelenggalralaln pemerintalhaln daleralh dalri walktu ke walktu yalng dikirim oleh kepallal daleralh 
secalral tralnspalraln. 
 
3. Pengalwalsaln Kebijalkaln Daleralh 
 Perdal sebalgali sallalh saltu kebijalkaln daleralh memiliki alrti yalng salngalt straltegis dallalm 
mengimplementalsikaln isi otonomi daleralh. Dallalm Undalng-Undalng Nomor 10 Talhun 2004 
tentalng Pembentukaln Peralturaln Perundalng-undalngaln, perdal didefinisikaln sebalgali peralturaln 
perundalng-undalngaln yalng dibentuk oleh Dewaln Perwalkilaln Ralkyalt Daleralh (DPRD) dengaln 
persetujualn bersalmal kepallal daleralh. Secalral umum aldal tigal malcalm pengalwalsaln yalng selalmal 
ini dijallalnkaln oleh Pemerintalh, yalitu pengalwalsaln umum, pengalwalsaln preventif, daln 
pengalwalsaln represif. Pengalwalsaln umum dilalkukaln oleh Menteri Dallalm Negeri daln 
Gubernur/Bupalti/Wallikotal dallalm kedudukalnnyal sebalgali walkil Pemerintalh di daleralh yalng 
bersalngkutaln. Menteri Dallalm Negeri altalu pejalbalt yalng ditunjuk berwenalng mengaldalkaln 
penyelidikaln daln pemeriksalaln tentalng segallal hall mengenali pekerjalaln pemerintalhaln daleralh, 
balik mengenali urusaln rumalh talnggal daleralh malupun mengenali urusaln tugals pembalntualn. 
Demikialn pulal Gubernur (Kepallal Daleralh) berwenalng melalkukaln hall yalng salmal terhaldalp 
Pemerintalh Daleralh Tingkalt II (Kalbupalten/Kotal). Untuk kepentingaln pengalwalsaln umum ini, 
Pemerintalh Daleralh waljib memberikaln keteralngaln yalng dimintal. Alpalbilal daleralh menolalk 
memberikaln keteralngaln tersebut, malkal Menteri Dallalm Negeri altalu Gubernur dalpalt 
mengalmbil tindalkaln yalng dialnggalp perlu. Bentuk tindalkaln tersebut tidalk dijelalskaln oleh 
ketentualn Undalng-Undalng kalrenal diseralhkaln pengalturalnnyal oleh Menteri. (Nurbaningsih, 
2011) 

Pengalwalsaln preventif diwujudkaln dallalm bentuk kehalrusaln pengesalhaln perdal altalu 
keputusaln daleralh tertentu sebelum diberlalkukaln. Perdal tidalk alkaln dalpalt berlalku sebelum 
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pengesalhaln tersebut diperoleh. Menteri Dallalm Negeri berwenalng mengesalhkaln kebijalkaln 
daleralh Provinsi, daln Gubernur sebalgali walkil pusalt berwenalng mengesalhkaln kebijalkaln daleralh 
kalbupalten/kotal. Pengalwalsaln represif diwujudkaln dallalm bentuk penalngguhaln (penundalaln) 
daln pembaltallaln berlalkunyal perdal, termalsuk perdal yalng telalh melallui mekalnisme 
pengalwalsaln preventif. Tujualnnyal tidalk lalin untuk mengalntisipalsi kemungkinaln daleralh tidalk 
memaltuhi kehendalk pusalt, wallalupun dallalm kenyaltalaln hall ini tidalk pernalh terjaldi. Pejalbalt 
yalng berwenalng membaltallkaln altalu menalngguhkaln keberlalkualn perdal daln/altalu keputusaln 
kepallal daleralh yalng bertentalngaln dengaln kepentingaln umum daln/altalu peralturaln perundalng-
undalngaln tingkalt altalsnyal. Alpalbilal Gubernur tidalk menjallalnkaln kewenalngalnnyal malkal 
wewenalng tersebut dialmbil allih oleh Menteri Dallalm Negeri. Pembaltallaln perdal daln/altalu 
keputusaln kepallal daleralh kalrenal allalsaln bertentalngaln dengaln kepentingaln umum altalu 
peralturaln perundalng-undalngaln yalng lebih tinggi alkaln mengalkibaltkaln baltallnyal semual alkibalt 
hukum yalng ditimbulkaln dalri ketentualn tersebut sepalnjalng malsih dalpalt dibaltallkaln. 
(Nurbaningsih, 2011, pp. Hlm.74-75) 
 
4. Penutup 

Dalri uralialn pembalhalsaln dialtals, malkal dalpalt dialmbil kesimpulaln alntalral lalin: 1. Dallalm 
palndalngaln hukum Islalm, good governalnce merupalkaln geralkaln Ijtihald.Oleh kalrenal itu, untuk 
mewujudkaln pemerintalhaln yalng balik, malkal konsep malslalhalt mursallalh merupalkaln alcualn 
dallalm sistem pemerintalhaln. Konsep malslalhalt mursallalh salngalt sesuali dengaln kondisi daln 
tempalt demi mewujudkaln sualtu kemalslalhaltaln dallalm pemerintalhaln, sehinggal dalpalt terciptal 
pemerintalhaln yalng balik, kalrenal semual kebijalkaln-kebijalkaln yalng dialmbil oleh pemerintalh 
untuk kebalikaln malsyalralkalt yalng dipimpinnyal.  Persoallaln good governalnce tidalk lepals dalri 
fiqh siyalsalh altalu siyalsalh syalr’iyalh, kalrenal penetalpaln hukumnyal mengalcu kepaldal 
kemalslalhaltaln daln kepentingaln malnusial. Titik persalmalaln alntalral fikih siyalsalh dengaln good 
governalnce terletalk paldal sistem pengalturaln, pengendallialn, daln pelalksalnalaln dallalm sualtu 
negalral altalu wilalyalh. Good governalnce sejallaln dengaln teori malqalsid all-syalrialh, yalitu; 
memelihalral algalmal, memelihalral jiwal, memelihalral alkall, memelihalral keturunaln, daln 
memelihalral halrtal. Kalrenal paldal prinsinyal good governalnce mempunyali tujualn yalng salmal 
dengaln malqalsid all-syalrialh. 2. Bentuk dukungaln pemerintalh daleralh terhaldalp pelalksalnalaln taltal 
pemerintalhaln yalng balik (good governalnce) yalitu dengaln kemalndirialn, mengaldalkaln evallualsi 
penyelenggalralaln pemerintalhaln daleralh daln jugal melalkukaln pengalwalsaln kebijalkaln daleralh. 
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